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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 101 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

. a.

1.

bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, efektifitas,
dan efisiensi kelembagaan Kementerian
Perhubungan, perlu dilakukan penataan dan
penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
sumber daya manusia berbasis kinerja melalui
analisis dan evaluasi jabatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan Di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Jabatan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun
2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun
2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014 di Lingkungan Kementerian Perhubungan,;

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
46B Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan
Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI
JABATAN Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib
melaksanakan Analisis dan Evaluasi Jabatan.
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Pasal 2

(1) Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di lingkungan
Kementerian Perhubungan merupakan petunjuk dan acuan bagi
setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam
melaksanakan analisis dan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Rincian Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Hasil Analisis dan Evaluasi Jabatan Kementerian Perhubungan
dipresentasikan oleh Tim Analisis Jabatan kepada para pimpinan unit
Eselon | dan Menteri Perhubungan.

(2) Hasil Analisis dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disahkan dengan penerbitan Surat Keputusan Analisis dan
Evaluasi Jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 4

(1) Analisis jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Evaluasi jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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